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Abstrak
Penerapan sistem digital seperti Coretax menjadi langkah strategis dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui pemanfaatan sistem ini, proses pelaporan dan pemotongan pajak diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana PT. LILI Consultan berperan dalam membantu klien melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian di PT. LILI Consulatnt dilaksanakan pada hari senin s/d jumat, dimana jam kerja dimulai pukul 08.30 s/d 17.00. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan e-Bupot melalui sistem Coretax pada PT. LILI Consultan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti kestabilan jaringan, keterbatasan akses panduan, dan waktu adaptasi pengguna. Namun, secara umum sistem ini mampu mempermudah proses administrasi dan pelaporan PPh 23 atas jasa Konsultan, mengurangi risiko kesalahan input, serta mempercepat penyampaian bukti potong kepada klien. Melalui sistem Coretax, PT. LILI Consultan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan memberikan pelayanan perpajakan yang lebih akurat serta terintegrasi. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui Coretax tidak hanya membantu DJP dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendukung konsultan pajak dalam memberikan layanan yang lebih profesional dan efektif kepada klien.
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PENDAHULUAN
Perubahan kebijakan sistem perpajakan di Indonesia telah melalui sejumlah tahapan yang panjang dan mengalami beberapakali perubahan. Dari era awal yang mengandalkan sistem konvensional yang didominasi oleh inspeksi dan penilaian langsung oleh otoritas pajak atau disebut dengan official assessment system, kemudian beralih menuju metode self assessment pada 1984, saat berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) dan Undang undang Harmonisasi perpajakan. Perubahan ini ditempuh sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memodernisasi system, meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi birokrasi, dan memperbaiki iklim investasi (Khaskheli & Zhao, 2025).
Dalam tujuh tahun terakhir, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan, yang terbaru adalah dengan memperkenalkan dan menerapkan Coretax di tahun 2025. Coretax merupakan sistem administrasi yang paling baru layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai kanal administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu kanal yang lebih efisien (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2024).
Dengan Coretax, pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dalam administrasi layanan, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.Coretax juga mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dalam satu kanal integrasi. Melalui sistem ini, pelayanan kepada wajib pajak menjadi lebih optimal, risiko terjadinya sengketa pajak dapat diminimalkan, dan biaya kepatuhan menjadi lebih efisien.
Sistem Coretax ini memiliki berbagai menu utama (modul) yang saling terhubung di antaranya; My Portal, e-Tax Invoice, e-Bupot, Tax Return, Payments, My General Ledger, Taxpayer Service, Access Management, FAQ, dan External Applications (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Berfungsi untuk mengelola setiap aspek administrasi perpajakan. Salah satu menu yang menjadi fokus utama bagi konsultan adalah e-Bupot .e-Bupot merupakan menu dari sistem Coretx. Yang memfasilitasi pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa untuk berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh) serta PPN. Secara umum, menu e-Bupot Coretax terbagi menjadi dua golongan utama, yaitu e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh Pasal 21/26. e-Bupot Unifikasi, menu ini digunakan untuk PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan PPN.
e-Bupot Unifikasi ini menggantikan sistem lama yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi e-Bupot DJP Online. Yang merupakan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini awalnya dikembangkan secara terpisah untuk jenis pajak tertentu, seperti PPh Pasal 23/26. e-Bupot versi DJP Online memiliki sejumlah keterbatasan. Menurut Panjaitan & Yuna (2024), sistem ini masih bersifat parsial dan tidak terhubung penuh dengan sistem perpajakan lain seperti e-Faktur atau e-Billing. Hal ini menyebabkan wajib pajak harus menggunakan beberapa aplikasi berbeda untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.
Keterbatasan tersebut menjadi salah satu alasan DJP kemudian melakukan reformasi sistem besar-besaran melalui Coretax Administration System (CTAS) mekanisme e-Bupot Unifikasi. Melalui sistem e-Bupot unifikasi, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi langsung dengan server DJP. Hal ini, proses pembuatan, pelaporan, dan penyetoran tentunya pada PPh 23 atas jasa konsultan kini dapat dilakukan dalam satu sistem terpusat yang saling terhubung antar fitur.
Namun, perubahan ini menuntut adanya penyesuaian yang signifikan bagi penguna terutama konsultan. Minimnya waktu untuk mempelajari sistem baru sehingga memerlukan waktu adaptasi yang cukup panjang untuk memahami alur kerja aplikasi baru seperti e-Bupot Unifikasi di dalam sistem Coretax. DJP telah berupaya mengatasi tantangan tersebut dengan menyediakan panduan digital interaktif dan video tutorial yang lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Karna tingkat pemahaman SDM terhadap panduan digital ini masih bervariasi. (Nugraheni et al., 2025).
Dengan demikian, sistem ini berpotensi memperkuat integritas sistem perpajakan nasional. Menurut Korat & Munandar (2025), sistem ini mampu mengurangi peluang praktik penghindaran pajak (tax avoidance) serta memperkecil ruang terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak, karena seluruh aktivitas administrasi dan transaksi tercatat secara otomatis di dalam sistem DJP. Penerapan prinsip digitalisasi ini mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan dan berkeadilan, sejalan dengan arah kebijakan reformasi perpajakan jilid III yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan RI (2021).
Bagi Konsultan pajak, khususnya PT. LILI Consultan tempat penulis Pengabdian. e-Bupot Unifikasi dalam sistem Coretax memiliki peran penting dalam membantu pelaporan dan administrasi perpajakan klien-kliennya. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih efektif, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi pelaporan pajak. Khususnya Pelaporan PPh 23 atas jasa konsultan. PT. LILI Consultan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan imigrasi, akuntansi dan perpajakan, kurang lebih sudah berdiri selama 8 tahun dengan wilayah kerja NTB. PT. LILI Consultan membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan mulai dari kegiatan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Salah satunya pph 23 atas jasa konsultan klien PT. OGI
METODE
Pelaksanaan Pengabdian dilaksanakan di Kantor PT. LILI Consultan yang bergerak di bidang pajak dan keuangan dan beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 19, Pertokoan Griya Ellen, Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Penulis melaksanakan Pengabdian selama 120 hari di mulai tanggal 1 September 2025 sampai 31 Desember 2025.
Hari kerja di PT. LILI Consultan di mulai pada hari senin s/d hari jumat. Dengan jam kerja untuk hari senin s/d hari jumat dimulai pukul 08.30 WITA sampai pukul 17.00 WITA. Waktu istirahat mulai pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul13.30 WITA.
Sebelum memulai kegiatan Pengabdian, penulis melakukan beberapa persiapan, antara lain melakukan registrasi pendaftaran Pengabdian. Rangkaian persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian di Kantor PT. LILI Consultant sesuai dengan tujuan MBKM Pengabdian yaitu Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui Kantor PT. LILI Consultant untuk masuk dalam dunia kerja secara langsung untuk mempraktekkan bidang keahlian yang dimiliki serta mahasiswa mendapatkan ilmu baru yang belum pernah didapat di bangku perkuliahan serta membangun relasi dengan teman kerja atau kantor.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pembuatan e-Bupot PPH 23 Atas Jasa Konsultan Melaluai Sistem Coretax pada LILI Consultants
	PT. OGI merupakan salah satu klien PT. LILI Consultan. Perusahaan tersebut bergerak di bidang restoran dan penginapan yang menyediakan sarana makanan, tempat menginap, serta fasilitas pariwisata lainnya. Dengan tingginya aktivitas usaha, perusahaan membutuhkan dukungan layanan profesional untuk memastikan pengelolaan administrasi dan perpajakan berjalan dengan baik. PT. LILI Consultan membantu memberikan layanan konsultasi dan penyusunan laporan keuangan, serta memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Setelah menerima jasa tersebut
	PT. OGI memberikan fee sebesar Rp 1.500.000 kepada PT. LILI Consultan. Selain itu, PT. LILI Consultan juga melakukan pelaporan PPh 23 atas jasa konsultansi melalui sistem digital seperti e-Bupot. Untuk memastikan pelaporan dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai peraturan perpajakan, proses pembuatan e-Bupot dilakukan melalui Sistem Coretax. Adapun tahapan pelaporan e-Bupot PPh 23 dalam sistem Coretax adalah sebagai berikut:
Perhitungan
1. Untuk memperoleh income di dapatkan dari nota dan rekening koran
Pendapatan bulan Oktober dari hotel dan resto PT. OGI, yang nanti akan dimasukan ke dalam perhitungan.Setelah mendapatan data masuk, selanjutnya Menginput data pengasailan bulan Oktober Resto dan Hotel untuk mengetahui income-nya
2. Setelah Perhitungan income pada bulan oktober. Selanjutnya membuat invoice lalu dikirim ke pada klien PT.OGI untuk menginformasikan pembayaran
 



3. Setelah klien melakukan pembayaran invoice sebesar Rp 71.427.132 (sudah termasuk fee). Selanjutnya PT. LILI Consultan Melaporkan PPh 23 atas Jasa Konsultan melalui sistem coretax
Tahapan Pembuatan e-Bupot PPh 23 melalui Coretax
1. Login ke Aplikasi. mengakses portal resmi Coretax Administration System (CTAS) menggunakan alamat web DJP. Dan masuk menggunakan akun Person in Charge (PIC) yang telah terdaftar.
2. Impersonate Akun Wajib Pajak. Memasukan akun Wajib Pajak Perusahaan yang bersangkutan Seperti ID dan Kata Sandi lalu Login
3. Akses Menu e-Bupot. Ubah akun menjadi Wajib Pajak. Setelah di ubah, Pilih menu "e-Bupot" pada halaman utama. Dari daftar submenu, pilih "BPPU" untuk membuat Bukti Potong Pajak Unifikasi. Pembuatan Kode Billing dan Pembayaran Pajak
4. Buat Bukti Potong Baru. Untuk Klik tombol "+Create e-Bupot " untuk membuat bukti potong baru.
5. Isi Formulir. Setelah membuat bukti potong, akan menampilkan halaman formulir, yang berisi informasi umum, pajak penghasilan dan dokumen refrensi. Setelah dokumen di isi dengan akurat, Klik tombol "Submit" untuk menyimpan bukti potong. Dan klik ”Simpan Konsep”. Bukti potong akan masuk ke daftar "Belum Terbit". Centang bukti potong yang ingin diterbitkan, lalu klik "Terbitkan". Setelah diterbitkan, Bukti potong akan masuk ke daftar "Telah Terbit". Setelah itu langsung lanjut Lapor PPh Unifikasi
Lapor PPh Unifikasi di Coretax
1. Masuk ke Menu SPT. Klik submenu "Surat Pemberitahuan (SPT)" dari daftar yang muncul
2. Buat Konsep SPT Baru. Klik tombol "Buat Konsep SPT". Pilih jenis SPT: PPh Unifikasi, lalu klik "Lanjut". Tentukan Periode dan Tahun Pajak. 
3. Pilih Model SPT. Tentukan model SPT: Normal. Klik "Buat Konsep SPT" untuk menyimpan.
4. Isi Data SPT. Klik ikon pulpen untuk membuka halman Formulir. Selanjutnya, Priksa data sesuai formulir yang tersedia. Pastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap. Setelah data sesuai, Klik “Centang” lalu Klik "Bayar dan Lapor" untuk membuat kode billing sebelumya Tanda Tangan Dokumen. Setelah Memasukan Kata Sandi, Klik “ simpan, konfirmasi Tanda Tangan” untuk mendapatkan kode billing. Lakukan Pembayaran melalui kanal yang tersedia.
5. Pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, klien mengirimkan bukti bayar kepada PT. LILI Consultan untuk menginformasikan sudah melakukan pembayaran dan SPT akan otomatis terlapor. Terakhir, Mendownload Bukti Pembayaran Elektronik (BPE)
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Gambar. Pelaksanaan Pengabdian
KESIMPULAN
Proses pembuatan e-Bupot melalui Coretax sangat mudah untuk diterapkan dan membantu konsultan dalam menyusun laporan pajak yang lebih cepat dan sistematis, karena seluruh tahapan mulai dari input data, validasi, hingga pelaporan telah terintegrasi dalam satu platform digital. dalam penerapannya, tingkat pemahaman pengguna, khususnya konsultan pajak, masih menjadi kendala utama. Banyak staf atau pengguna yang masih memerlukan waktu adaptasi untuk memahami alur kerja sistem baru yang cukup kompleks. Setelah dilakukan pendampingan dan pembelajaran secara bertahap, sistem e-Bupot terbukti dapat digunakan dengan lebih mudah dan efisien. Pengguna yang telah memahami alur kerja Coretax merasakan manfaat besar berupa kemudahan dalam pelaporan, meminimalisasi risiko sanksi administrasi akibat kesalahan prosedur, serta transparansi data pajak yang lebih baik.
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan di PT LILI Consultan, disarankan agar para konsultan pajak dan wajib pajak pengguna layanan dapat memahami dengan baik prinsip-prinsip penggunaan sistem e-Bupot PPh 23 dalam Coretax. Pemahaman terhadap prosedur dan alur kerja pembuatan serta pelaporan e-Bupot sangat penting agar proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih efisien dan meminimalkan kesalahan pelaporan. Penting juga untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembuatan e-Bupot serta memberikan pelatihan internal bagi staf agar lebih terbiasa menggunakan sistem Coretax. Dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diharapkan proses pelayanan terhadap klien dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akurat sesuai ketentuan perpajakan terbaru.
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